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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan tentang Pemerintah Daerah 

2.1.1 Pengertian pemerintahan

Sejak zaman Yunani Kuno, beberapa ratus tahun sebelum tahun masehi, diantara para cendekiawan Yunani ada anggapan bahwa di dumia ini ada tiga macam pemerintahan yaitu Monarki, Oligarki, dan Demokrasi. Prinsip dari perbedaan antara ketiga macam pemerintahan ini berdasarkan atas jumlah orang yang memegang kekuasaan pemerintahan.

Bayu Suryaningrat dalam bukunya “mengenal ilmu pemerintahan” pengertian pemerintahan sebagai berikut: Pemerintahan adalah suatu perbuatan atau cara mengenai urusan memerintah misalnya pemerintah adil, pemerintah demokrasi, pemerintahan diktator dan lain sebagainya.(Bayu, 1990:10). Dari pengertian menurut Bayu Suryaningrat bahwa pemerintahan itu berurusan dengan persolan memerintah yang tentunya memerintah untuk keadilan baik itu yang bersifat demokrasi ataupun diktator.

Sedangkan menurut Inu Kencana Syafiie pengertian pemerintah sebagai berikut:

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni karena berapa banyak pemimpin yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan, sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena memenuhi syarat-syarat yaitu dapat dipelajari dan diajarkan memiliki objek, baik objek materi maupun formal, universal sistematis secara spesifik(khas)”.(Inu Kencana, 2001:20)

2.1.2. Pengertian Pemerintah Daerah


Pemerintah daerah merupakan subsistem dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk itu maka tugas-tugas negara/pemerintah merupakan tugas-tugas pemerintah daerah juga namun tidak semua tugas-tugas ataupun urusan-urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah dengan pertimbangan keadaan dan kemampuan daerah serta kepentingan nasional. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat sebagai pihak yang diperintah seyogyanya berada pada posisi yang seimbang.


 Pemerintah merupakan suatu organisasi yang mempunyai tujuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Kemampuan aparatur yang ada di lembaga pemerintah sangat penting arti dan keberadaannya dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada publik. Sarana dan prasarana yang lengkap tanpa ditunjang dengan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, maka lembaga tersebut sulit untuk maju dan berkembang.

Pengembangan kemampuan SDM pada hakekatnya adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan sehingga dapat dicapai efektivitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat berdasarkan ukuran dan target yang diharapkan. Desentralisasi telah melahirkan adanya otonomi daerah. Dengan lahirnya otonomi daerah, setiap daerah dibagi kedalam beberapa wilayah yang meliputi wilayah provinsi, kabupaten dan kota. 
Peran pemerintah daerah sangat penting dalam menciptakan iklim pemerintahan daerah yang lebih maju dan mampu menghasilkan pembangunan yang merata, luas dan bertanggung jawab. Pada era otonomi setiap daerah harus berusaha menggali potensi yang dimiliki daerah. sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang no 32 tahun 2004 tentang penyelenggaran pemerintahan daerah. undang-undang no 32 tahun 2004 mengisyaratkan bagi setiap daerah untuk bekerja lebih. Dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih efisien dan efektif setra memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah agar tercipta kondisi yang harmonis antar pemerintahan.

Sesuai dengan pendapat tentang pelaksanaan Otonomi Daerah pengertian Pemerintah Daerah menurut Misdyanti dan Kartasapoetra adalah,

“ Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah adalah pemegang kemudi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah”(Misdyanti dan Kartasapoetra, 1993:17).

Pengertian lain mengenai Pemerintah Daerah tercantum dalam Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan Desa dan Kelurahan bahwa “Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.       


Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah selaras dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dapat diwujudkan dalam fungsi-fungsi pemerintah daerah. Adapun fungsi pemerintah daerah menurut Misdyanti dan R.G. Kartasapoetra adalah:

1. Fungsi otonomi

Fungsi otonomi dari pemerintah daerah adalah melaksanakan segala urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang lebih tinggi tingkatannya.

2. Fungsi pembantuan

Merupakan fungsi untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

3. Fungsi Pembangunan

Fungsi ini untuk meningkatkan laju pembangunan dan menambah kemajuan masyarakat sehingga tuntutan dari masyarakatpun semakin berkembang dan kompleks

4. Fungsi lainnya

Selain ketiga fungsi diatas terdapat fungsi lainnya adalah:

1. Pembinaan wilayah

2. Pembinaan masyarakat

3. Pemberian pelayanan,pemeliharaan serta perlindungan kepentingan umum. ( Misdyanti dan Kartasapoetra, 1993: 20-27).


Fungsi pemerintah daerah diatas dapat dikatakan bahwa pembinaan wilayah adalah upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber daya wilayah yang masih tertinggal, dimana wilayah-wilayah tersebut dapat diupayakan untuk meningkatkan sumber daya yang dimilikinya demi meningkatkan wilayahnya.

 Adapun upaya pemerintah daerah mengenai pembinaan masyarakat adalah salah satu upaya dari pemerintah daerah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada dalam suatu wilayah agar lebih mandiri dan berkualitas demi kesejahteraan keluarga dan masyarakat. 

Selain fungsi pembinaan wilayah dan pembinaan masyarakat diatas maka fungsi lain dari pemerintah adalah pemberian pelayanan, pemeliharaan serta perlindungan kepentingan umum merupakan salah satu fungsi pemerintah sebagai birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari pemerintah karena fungsi dari pemerintah itu sendiri adalah memberikan pelayanan misalnya pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan perlindungan kepentingan umum bagi masyarakat lemah yang ditindas oleh kaum penguasa. Perlindungan yang diberikan kepada masyarakat dengan cara memberikan advokasi terhadap kaum-kaum tertindas, misalnya adanya Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Fungsi pemerintah menurut Bintoro dalam bukunya Inu Kencana Syafiie adalah:

“Pertama, Filsafat hidup kemasyarakatan, negara yang memberikan kebebasan cukup besar kepada anggota masyarakat untuk menumbuhkan perkembangan masyarakat, sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat itu sendiri. Kedua, filsafat politik masyarakat, pemerintah sebagai pemegang mandat kepercayaan untuk mengusahakan kepentingan masyarakat secara keseluruan, harus mengusahakan pula keadilan. Hal ini perlu dinyatakan dengan tetap memperhatikan kepentingan golongan yang lemah (kedudukan ekonominya)” (Syafiie, 1992: 15-16).


Fungsi pemerintah daerah  menurut Bintoro diatas maka dikatakan bahwa pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk membangun dan mengembangkan minat serta bakat yang dimilikinya tanpa campur tangan dari pemerintah itu tetapi dilain pihak pemerintah juga sebagai pemegang mandat dalam  meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta perlindungan terhadap kepentingan golongan lemah. Hal ini dapat dikatakan bahwa fungsi dari pemerintah adalah sebagai pendorong dan pemegang mandat dalam meningkatkan sumber daya manusia yang ada sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. 

Fungsi pemerintah menurut Prajudi dalam bukunya Inu Kencana Syafiie adalah:

Fungsi pemerintah adalah:

1. Pengaturan

2. Pembinaan masyarakat

3. Kepolisian

4. Peradilan (Syafiie, 1992: 16).

Dari fungsi pemerintah menurut Prajudi diatas maka fungsi pengaturan adalah upaya dari pemerintah untuk mengatur masyarakat melalui peraturan atau kebijakan  agar masyarakat lebih teratur. Fungsi pembinaan masyarakat adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan-pelatihan keterampilan demi meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat. 
Fungsi kepolisian adalah sebagai pengatur tata tertib yang berlaku dimasyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pelanggaran dari tata tertib yang berlaku di masyarakat tersebut. Fungsi kepolisian juga sebagai penegak hukum dan keadilan. Dan fungsi peradilan adalah fungsi yang mengadili orang-orang dalam hal pelanggaran terhadap tata tertib yang berlaku dimasyarakat. Adapun fungsi lain dari  peradilan ini adalah sebagai penegakan hukum dan supremasi hukum. Fungsi ini dikatakan berhasil apabila sudah  melaksanakan fungsinya sebagai penegak keadilan.

2.2 Tinjauan tentang Efektivitas 

2.2.1 Pengertian Efektivitas 

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy (1989) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut:
”Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan” (Effendy, 1989;14). 

Pengertian efektivitas menurut Hadayaningrat dalam buku Azas-azas Organisasi Manajemen sebagai berikut: 
“Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya” (Handayaningrat, 1995:16). Dari pengertian Handayaningrat dapat diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.  


Menurut Shannon dan Weaver, komunikasi efektif digambarkan seperti terlihat pada gambar berikut ini: 

Gambar 2.1
Model Teori Matematikal Komunikasi
                                                                       Received
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(Shannon dan Weaver dalam Effendy, 2003: 257-258).  
Gambar di atas menunjukkan bahwa sumber informasi (Information source) memproduksi sebuah (message) untuk dikomunikasikan. Pesan tersebut dapat terdiri dari kata-kata lisan atau tulisan, musik, gambar, dan lain-lain. Pemancar (trasmitter) mengubah pesan menjadi isyarat (signal) yang sesuai bagi saluran yang dipergunakan. Saluran (channel) adalah media yang menyalurkan isyarat dari pemancar kepada penerima (receiver). Dalam percakapan sumber informasi adalah benak (brain), pemancar adalah mekanisme suara yang menghasilkan isyarat, saluran (channel) adalah udara. Penerima (receiver) melakukan kebalikan operasi yang dilaksanakan pemancar, yakni merekontruksi pesan dari isyarat. Tujuan (destination) adalah orang atau benda kepada siapa atau kepada apa pesan ditujukan. 

2.3 Tinjauan tentang Pemberdayaan

2.3.1 Pengertian Pemberdayaan
Istilah pemberdayaan merupakan terjemahan dari istilah empowerment yang secara harfiah bisa diartikan sebagai “pemberkuasaan”, dalam arti pemberian atau peningkatan “kekuasaan” (power). Di Indonesia, istilah pemberdayaan sudah dikenal pada tahun 1990-an di banyak NGOs, baru setelah Konferensi Beijing 1995 pemerintah menggunakan istilah yang sama. Dalam perkembangannya istilah pemberdayaan telah menjadi wacana (discourse) publik dan bahkan sering kali dijadikan kat kunci (key word) bagi kemajuan dan keberhasilan pembangunan masyarakat.
Robert Chambers, seorang ahli yang pemikiran dan penelitiannya banyak dicurahkan untuk kepentingan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Chambers dalam Kartasasmita (1997: 10) berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru dalam pembangunan, yakni bersifat “people-cevtered, participatoty, empowering, and sustainable”.  Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic needs) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (safety net), yang pemikirannya akhir-akhir ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan pada masa lalu. Soetarso (2003) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya mempunyai dua pengertian yang saling berkaitan yaitu:
1. Peningkatan kemampuan, motivasi dan peran, semua unsur masyarakat agar dapat menjadi sumber yang langgeng untuk mendukung semua bentuk usaha kesejahteraan sosial. Unsure masyarakat yang dapat menjadi sumber ini antara lain adalah:

a. Semua warga masyarakat yang selama ini telah aktif mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial, baik secara perseorangan maupun dalam kelompok atau organisasi.

b. Semua warga masyarakat, baik perseorangan maupun dalam kelompok dan organisasi seperti di atas, karna alasan tertentu atau belum aktif mengabdikan diri di bidang usaha kesejahteraan social. Warga masyarakat tidak atau belum aktif dalam usaha kesejahteraan sosial karena alasan berikut ini:
1. Tidak mengerti tentang masalah sosial dan pengeruhnya di dalam masyarakat.

2. Tidak mengerti tentang usaha kesejahteraan sosial, masalah sosial, dan pengaruhnya serta mengerti tentang usaha kesejahteraan sosial, tetapi tidak mengetahui di mana dan bagaimana cara memberikan bantuan.

3. Pernah membantu tetapi kecewa atau dikecewakan (tidak ada yang membimbing).

2. Pemanfaatan Sumber Masyarakat yang telah ditingkatkan kemampuan, motivasi, dan perannya. 

Soetarso (2003) mengungkapkan bahwa peningkatan kemampuan, motivasi dan peran masyarakat berkaitan dengan:

a. Pemahaman Lingkungan

Setiap pemberdayaan masyarakat harus memahami karakteristik pemilik sumber di lingkungan masing-masing, kondisi lingkungan sosial dan budaya di lingkungan tersebut. Informasi tentang hal-hal ini akan membantu pemberdaya dalam penentuan orang-orang yang akan dilibatkan, kendala dan peluang guna pelaksanaan upaya pemanfaatan sumber serta cara-cara yang perlu dilakukan yang dapat diterima oleh semua pihak. Informasi ini dapat diperoleh  melalui observasi lingkungan secara langsung dan penggunaan pihak ketiga yaitu serang informan (kawan, rekan kerja, pemuka masyarakat dan agama, pekerja organisasi lain, dll).
b. Pemberian Informasi 

Informasi merupakan faktor paling lemah dalam usaha kesejahteraan sosial. Informasi yang perlu di sampaikan kepada masyarakat secara terus-menerus adalah yang berkaitan dengan:

1. Masalah sosial dan pengaruh negatifnya terhadap kehidupan masyarakat;

2. Usaha-usaha kesejahteraan sosial yang harus dilakukan untuk megatasi masalah tersebut;

3. Berbagi keuntungan yang di peroleh masyarakat, terutama pemilik sumber,apabila mereka berpartisipasi secara terus-menerus dalam usaha kesejahteraan sosial.


Informasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk media massa baik elektronik maupun cetak, namun informasi langsung wawancara melalui pertemuan-pertemuan pada tingkat lokal (RT, RW, Kelurahan) akan sangat efektif dalam hubungannya dengan pemberdayaan masyarakat. Menurut Ife seperti di kutip Soeharto (2005: 59), 
”Pemberdayaan menurut dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:
a. Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup: kemauan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerja.

b. Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.

c. Lembaga-lembaga: kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan,  kesehatan.

d. Ide atau gagasan: kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.

e. Sumber-sumber: kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal, dan kemasyarakatan.

f. Aktivitas ekonomi: kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran barang serta jasa.

g. Reproduksi: kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.
2.2.1 Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Proses


Proses pemberdayaan cenderung dikaitkan sebagai unsur pendorong (driving’s force) sosial-ekonomi, politik. Pemberdayaan adalah suatu upaya dan proses bagaimana agar berfungsi sebagai “power” (driving’s force) dalam pencapaian tujuan yaitu pengembangan diri (self-development). Secara konseptual, pemberdayaan harus mencakup enam hal sebagai berikut:

a. Learning by doing, artinya, pemberdayaan adalah sebagai proses belajar dan ada suatu tindakan-tindakan konkrit yang terus-menerus, yang dampaknya dapat terlihat.

b. Problem solving, pemberdayaan harus memberikan arti terjadinya pemecahan masalah yang dirasakan krusial dengan cara an waktu yang tepat.

c. Self-evaluation, pemberdayaan harus mampu mendorong seseorang atau kelompok tersebut untuk melakukan evalusi secara mandiri.

d. Self-development and coordination, artinya mendorong agar mampu melakukan pengembangan diri dan melakukan hubungan koordinasi dengan pihak lain secara lebih luas.
e. Self-selection, suatu kumpulan yang tumbuh sebagai upaya pemilihan dan penilaian secara mandiri dalam menetapkan langkah-langkah ke depan. 

f. Self-decisim, dalam memilih tindakan yang tepat hendaknya memiliki kepercayaan diri (self-confidence) dalam memutuskan sesuatu secara mandiri (self-dicism) (Saraswati, 1997: 79-80).


Keenam unsur tersebut merupakan pembiasaan untuk berdaya, sebagai penguat dan pengait pemberdayaan jika dilakukan secara berkesinambungan, maka pengaruh yang ditimbulkan semakin lama semakin kuat. Apabila telah kuat diharapkan dapat terjadi feedback yang baik. Menurut Sunyoto Usman, Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut community self-reliance atau kemandirian”. 
Proses pemberdayaan ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut. Serta diperlihatkan strategi pemanfaatan berbagai resources yang dimiliki dan dikuasai. 
“Dalam proses tersebut, masyarakat dibantu bagaimana merancang sebuah kegiatan sesuai kemampuan yang dimiliki, bagaimana mengimplementasikan rancangan tersebut, serta bagaoman membangun strategi memperoleh sumber-sumber eksternal yang dibutuhkan sehingga memperoleh hasil yang optimal. Dengan kata lain, prinsip yang dikedepankan dalam proses pemberdayaan adalah member peluang masyarakat untuk memutuskan apa yang mereka member peluang masyarakat untuk memutuskan apa yang mereka inginkan sesuai dengan kemauan, pengetahuan, dan kemampuannya sendiri”. (Jamasy, 2004: 12-17).


Menurut Kartasasmita (1997:11-12): 

“Memberdayakan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan dari dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan”. 

Berdasarkan definisi diatas, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam kerangka pemikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat haruslah dilakukan dengan:
a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia atau setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan memotivasi dan mengembangkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

b. Upaya itu harus diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim atau suasana. Perkataan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

c. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, tanggungjawab adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan lembaga-lembaga sosial dan pengintegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya.
d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dengan dasar pandangan demikian, maka pemberdayaan masyarakat sangat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengalaman denokrat.

e. Memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah sangat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.


Azis (2005: 135) tahap-tahapan yang seharusnya dilalui dalam melakukan pemberdayaan adalah sebagai berikut: 
“Tahapan dalam pemberdayaan Pertama, membantu masyarakat dalam menemukan masalahnya. Kedua, melakukan analisis (kajian) terhadap permasalahn tersebut secara mandiri (partisipatif)”. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan cara curah pendapat, membentuk kelompok-kelompok diskusi, dan mengadakan pertemuan warga secara terus-menerus. Ketiga, menentukan skala prioritas masalah, dalam arti memilah atau memilih tiap masalah   yang paling mendesak untuk diselasaikan. Keempat, mencari penyelasaian masalah yang sedang dihadapi, antara lain dengan pendekatan sosio-kultural yang ada dalam masyarakat. Kelima, melaksanakan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Keenam, mengevaluasi seluruh rangkaian dan proses pemberdayaan itu untuk dinilai sejauh mana keberhasilan dan kegagalannya”.
Proses pemberdayaan masyarakat menurut Soeharto dapat disingkat menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan (Soeharto, 1997: 218-219):

a. Pemungkinan, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural atau structural yang menghambat.
b. Penguatan, yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

c. Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya ekploitasi kelompok kuat tehadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

d. Penyokongan, yaitu memberikan bimbingan dan dukungan agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.
e. Pemeliharaan, yaitu memberikan jaminan untuk kesejahteraan masyarakat.
2.2.2 Tingkatan Pemberdayaan Masyarakat

Kekuasaan seharusnya dikembalikan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat menjadi aktor utama dalam pembangunan. Sebuah proses seharusnya dilakukan untuk meningkatkan derajat keberdayaan masyarakat sampai kepada tingkat keberdayaan masyarakat yang optimal.

Keberdayaan masyarakat menurut Susiladiharti (2002) dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar (basic needs).

2. Penguasaan dan akses terhadap berbagai system dan sumber yang diperlukan.

3. Dimilikinya kesadaran penuh akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri dan lingkungannya.

4. Kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat nagi lingkungan yang lebih luas.

5. Kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya. Tingkatan kelima ini dapat dilihat dari keikutsertaan dan dinamika masyarakat dalam mengevaluasi dan mengendalikan berbagai program dan kebijakan institusi dan pemerintahan.

Pewujudan keberdayaan masyarakat, dapat dilakukan langkah-langkah secara berturut-turut dan simultan, antara lain: 

1. Meningkatkan suplai kebutuhan-kebutuhan bagi kelompok masyarakat yang paling tidak berdaya (miskin),
2. Upaya penyadaran untuk memahami diri (potensi, kekuatan, kelemahan, serta memahami lingkungannya),

3. Pembentukan dan penguatan institusi, terutama institusi ditingkat local,

4. Upaya penguatan kebijakan, dan

5. Pembentukan dan pengembangan jaringan usaha/kerja.

2.2.3 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dalam konteks sosial dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (empowerment setting). Menurut Suharto (2005: 66-67):

a. Aras Mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, stress management, dan crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered approach).
b. Aras Mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam maningkatkan kesadaran pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
c. Aras Makro, pendekatan idisebut sebagai stetegi sistem besar (large system strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi Sietem Besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.
2.2.4 Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Dubois dan Miley memberi beberapa prinsip yang dapat menjadi pedoman dalam pemberdayaan masyarakat:

a. Membangun relasi pertolongan yang: (1) merefleksikan respon empati; (2) menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (self-determination); (3) menghargai perbedaan dan keunikan individu; (4) menekankan kerjasama klien (client partnership).

b. Membangun komunikasi yang: (1) menghormati martabat dan harga diri klien; (2) mempertimbangkan keragaman individu; (3) berfokus pada klien; (4) menjaga kerahasiaan klien.
c. Terlibat dalam pemecahan masalah yang: (1) memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah; (2) menghargai hak-hak klien; (3) merangkai tantangan sebgai kesempatan belajar; (4) melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.

d. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui: (1) ketaatan terhadap kode etik profesi; (2) keterlibatan dalam pengembangan professional; riset, dan perumusan kebijakan; (3) penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi kedalam isu-isu publik; (4) penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan (Suharto, 2005:68).
Tabel 2.1

Model Pemberdayaan Masyarakat
	TUJUAN untuk meningkatkan kekuasaan/ kemampuan
	Kelompok Lemah secara Struktural
	Kelas: orang miskin, penganggur, pekerja bergaji rendah.

Gender: wanita 

Etnis: masyarakat local, kelompok monoritas

	
	Kelompok Lemah Khusus
	Manula, anak dan remaja, penyandang cacat (fisik, mental), gay dan lesbian, secara terasing (secara geografis maupun sosial)

	
	Kelompok Lemah secara Personal
	Orang yang mengalami masalah pribadi, keluarga, kesedihan (grief), kehilangan (loss)

	TIPE KEKUASAAN memiliki kemampuan atas
	Pilihan Personal dan Kesempatan hidup; Pendefinisian Kebutuhan: Idea tau Gagasan; Lembaga-Lembaga; sumber-sumber; aktivitas; Ekonomi; Reproduksi.

	PROSES
	Pemungkinan; penguatan,; perlindungan; penyokongan; pemeliharaan.

	STRATEGI
	Mikro: bimbingan, konselling, stress management, crisis intervention.

Mezzo: pendidikan, pelatihan, dinamika kelompok

Makro: pengembangan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbiying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik.

	PRINSIP/ PEDOMAN
	Membangun relasi pertolongan, membangun komunikasi; terlibat dalam pemecahan masalah, merefleksikan sikap dan nilai profesi.


Sumber: Dimodifikasi dari Ife serta Dubois dan Miley oleh Suharto (1997:23)
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